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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 /PER/M.KUKM/ XII /2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dana

alokasi khusus non fisik peningkatan kapasitas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperlukan

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis
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Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757 );
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5655);

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 106);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya

Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1497);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang

Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

181);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Usaha Mikro adalah adalah usaha ekonomi produktif

milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasasi, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
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dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi

daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara

kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan

undang-undang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan oleh Perda.

10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya

disingkat DAK Non Fisik adalah Dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang

merupakan urusan daerah.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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